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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan BPK didasari pada 

kewenangan konstitusional BPK untuk melakukan pemeriksaan kerugian 

negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. PKN 

yang dilakukan BPK dapat berasal dari permintaan instansi berwenang 

melalui surat permohonan, pengembangan hasil pemeriksaan BPK sendiri 

maupun berasal dari hasil analisis dan/atau evaluasi dari informasi yang 

diterima oleh BPK. PKN yang dilakukan oleh BPK terdiri dari tahapan Pra 

Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Pada tahapan Pra 

Perencanaan, setelah permintaan PKN diterima, Penelaahan Informasi Awal 

(PIA) dilakukan untuk menentukan penugasan PKN. Setelah adanya 

persetujuan PKN, Perencanaan PKN dibuat dengan Program Pemeriksaan 

(P2) dan surat tugas. Pada tahapan Pelaksanaan, Tim PKN mulai melakukan 

PKN berdasarkan alat bukti dari penyidik maupun alat bukti yang 

ditemukan sendiri oleh BPK melalui pemeriksaan. Pada tahap pelaporan, 

berdasarkan kesimpulan pemeriksaan yang ada, Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) PKN dibuat, kemudian  BPK melaporkan LHP PKN tersebut kepada 

APH dengan melampirkan berita acara serah terima. Hasil Pemeriksaan 

kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tersebut, dapat berupa 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja. 
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2. Ditinjau dari sudut pandang Kejaksaan, proses pemeriksaan kerugian 

negara yang membutuhkan waktu lama menjadi salah satu alasan utama 

yang menghambat proses pemeriksaan kerugian negara, selain itu 

kurangnya personil atau sumber daya manusia dari BPK maupun Kejaksaan 

menambah permasalahan yang dihadapi oleh kedua instansi tersebut dalam 

menjalankan pemeriksaan kerugian negara. Sulitnya mencari alat bukti, 

membuat alat bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kerugian negara 

menjadi tidak cukup, selain itu adanya perbedaan pendapat atau pandangan 

antar BPK dan Kejaksaan membuat proses pemeriksaan kerugian negara 

menjadi terhambat. Penggunaan metode PKN juga menjadi salah satu 

kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, sebab terkadang pada proses 

pemeriksaan BPK menggunakan metode total loss sedangkan Kejaksaan 

tidak menggunakan metode total loss. 

3. Ditinjau dari sudut pandang Kejaksaan, upaya untuk mengatasi waktu yang 

lama dalam proses pemeriksaan kerugian negara, yaitu dengan melakukan 

penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kinerja dan sinergi dalam 

hubungan kerja sama dengan BPK, seperti upaya Kejaksaan membantu 

dalam pemeriksaan saksi BPK, menyiapkan media online untuk 

mempersingkat waktu pemeriksaan selama proses PKN, serta melakukan 

digitalisasi administrasi dan pendelegasian wewenang yang dapat 

membantu memangkas waktu yang diperlukan selama proses pemeriksaan 

kerugian negara. Mengatasi kurangnya personil dan sumber daya manusia, 

Kejaksaan sudah berupaya melakukan peningkatan kualitas sumber daya 
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manusia melalui pertemuan dan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman personil. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang dilakukan oleh Kejaksaan, diiringi dengan pelaksanaan 

peningkatan koordinasi antar personil BPK dan Kejaksaan, melalui 

hubungan yang saling memberikan bantuan dan terkoordinasinya antara 

hasil pemeriksaan PKN yang ada dengan alat bukti yang dimiliki oleh 

penyidik. Upaya kejaksaan mengatasi alat bukti yang tidak cukup yaitu 

dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kasus yang 

terindikasi kuat menyebabkan kerugian negara dan melakukan PKN sendiri 

tanpa meminta bantuan PKN dari BPK. Kewenangan Kejaksaan melakukan 

PKN didasarkan pada UU Kejaksaan, UU Tipikor dan UU KPK. Upaya 

menyamakan pendapat antara BPK dan Kejaksaan dilakukan dengan 

berdiskusi, menyamakan persepsi dan argumen untuk menemukan satu titik 

terang. Pemanggilan ahli kerugian negara, hukum pidana, dan hukum 

administrasi negara juga dilakukan guna membantu BPK dan Kejaksaan 

dalam mengatasi perbedaan pendapat atau pandangan selama proses 

pemeriksaan kerugian negara. 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, saran dalam penelitian ini, yaitu BPK dan 

Kejaksaan harus terus meningkatkan koordinasi selama proses pemeriksaan 

kerugian negara. Peningkatan koordinasi antara BPK dan Kejaksaan dapat 

dilakukan dengan membentuk suatu forum yang mengkoordinasikan kebutuhan 

dari masing-masing pihak maupun informasi secara berkala dan menyeluruh. 



 
 
 
  

 
 

70 
 
 

Melalui forum ini, BPK maupun Kejaksaan dapat merencanakan sistem 

pemeriksaan secara mendalam, baik mengenai tata cara sebelum pelaksanaan, 

pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan agar lebih ringkas dan cepat, 

karena masalah waktu pemeriksaan kerugian negara masih menjadi salah satu 

kendala yang dihadapi oleh kedua pihak. Pada forum tersebut, BPK dan 

Kejaksaan juga dapat menyelesaikan dan mengevaluasi permasalahan yang 

sering terjadi di antara kedua pihak, serta mencari tahu solusi yang dapat 

mencegah permasalahan tersebut terjadi lagi. Selain melakukan peningkatan 

koordinasi, BPK maupun Kejaksaan juga harus melakukan penguatan personil 

dari instansi masing-masing, baik pada sumber daya manusia maupun pada 

sistematika instansi guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas kinerja. 

Bersamaan dengan peningkatan koordinasi dan penguatan personil, menjaga 

hubungan kerja sama yang harmonis dan terintegrasi secara menyeluruh selama 

proses pemeriksaan kerugian negara juga harus terus dilakukan oleh BPK dan 

Kejaksaan agar proses pemeriksaan kerugian negara dapat berjalan dengan baik.  
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